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BAB IV

KEABSAHAN RUU HMPA NIKAH SIRRI 

DALAM PERSPEKTIF FIQH
RUU nikah sirri yang akhir-akhir ini mengemuka di media massa dan elektronik, menuai pro-kontra tidak sederhana. RUU ini bukan muncul begitu saja tanpa ada alasan-alasan mendasar sebelumnya. Tuntutan untuk segera diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur perkawinan, akhirnya mendesak pihak eksekutif dan legislatif untuk merumuskannya. Hukuman pidana bagi pelaku Nikah Sirri adalah mulai dari hukuman denda hingga hukuman pidana kurungan penjara. Sejumlah Pasal-Pasal Krusial yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Nikah Sirri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 143
Setiap orang yang dengan sengaja​ melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 144
Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 145
Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1, didenda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 146
Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Pasal 148
Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 149
Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 150
Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 151
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 143, pasal 145, pasal 146, dan pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 144, pasal 147, pasal 149, dan pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan.
Analisis :

A. Pasal 143
Setiap orang yang dengan sengaja​ melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.
Kalau ditilik dalam sejarah, Seorang Umar bin Khattab pernah berkata, yang insya Allah seperti ini “Tidaklah sah seorang menikah tanpa diketahui oleh seorang khalifah (pemerintah)”. Namun hal ini masih dalam khilafiyah (perbedaan pendapat) para ulama fiqh, apakah persaksian seorang pihak khalifah juga menjadi penentu sah tidaknya nikah. Nah, pihak khalifah inilah yang mungkin sekarang adalah pegawai pencatat nikah. Namun para Imam Mazhab tidak pernah memakai dalil ini dalam berijtihad.
Menurut para Imam Mazhab, tidak ada satupun yang mengharuskan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah. Yang ada adalah kehadiran saksi. Syafi’i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.
Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak ba’in
.

Pasal ini akan menakut-nakuti sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan. kalau dipikir lebih jauh, apakah kita tahu tentang hukum dari pernikahan sirri itu sendiri. banyak yang mempunyai perbedaan pandangan, menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar mengatakan pasangan yang melakukan nikah sirri atau mut'ah berarti pernikahan mereka tidak didaftarkan secara hukum sehingga anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akte kelahiran, yang akan menjadi bukti dasar berbagai dokumen resmi kelak. Dokumen itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai tunjangan kesra, asuransi maupun warisan. "Tapi bagaimana bila istri yang dikawini itu hamil dan memiliki anak sementara pernikahannya dianggap selesai. Itu adalah pelecehan kemanusiaan," tambah Nasaruddin. tetapi di satu sisi, yaitu menurut hukum Islam kawin sirri atau nikah bawah tangan maupun kawin mut'ah tidak dilarang.
Aktivis perempuan dari LBH Masyarakat Astuti Listyoningrum menilai upaya untuk mempidanakan pelaku nikah sirri tidak akan berhasil. "Nikah sirri itu tidak bisa dicegah, karena menurut hukum agama itu sah. Yang harus dipikirkan adalah, bagaimana lembaga negara melindungi hak wanita dan anak-anak. Jadi nikah sirri tetap dibolehkan walaupun tidak tercatat oleh KUA, bila pasangan pisah harus ada perangkat supaya ada kewajiban misalnya bagi suami untuk memberi nafkah," kata Astuti. "Menurut saya pelaku nikah sirri boleh dipidana bila salah satu dari mereka lalai menjalankan kewajibannya terhadap anak atau bekas istri." Astuti menambahkan hak anak hasil pernikahan sirri untuk mendapat akte kelahiran harus difasilitasi oleh pemerintah. 

Menteri Agama Suryadhrama Ali mengatakan RUU Nikah Siiri baru draf awal dari Departemen Agama (Depag) berupa rancangan. Draf tersebut nanti akan dibahas di DPR sehingga akan muncul pandangan-pandangan, alasan-alasan, filosofis yuridis dari persoalan nikah siiri tersebut. “Saya tak tahu akan disetujui atau tidak. Kalau disetujui seperti apa nanti mungkin hukumannya administratif. Misalnya, yang sudah nikah sirri harus mengumumkan ke publik dan denda sekian, jadi belum definitif,” papar dia di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di LP Anak Tangerang.

Sedangkan menurut  Pengasuh Ponpes Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar, (surabaya post). Kiai yang akrab disapa Gus War yang juga menjabat Penasehat PCNU Kediri itu secara tegas menyatakan, apabila RUU Perkawinan disahkan, akan menjadi hal yang menyakiti kalangan kiai dan umat Islam secara keseluruhan.“Pernikahan, entah itu nikah sirri atau secara agama maupun nikah resmi yang tercatat dalam administrasi negara, dihalalkan oleh agama.

Melansungkan pernikahan tanpa di hadapan Pejabat Pencatat Nikah tidak jarang ditemui. Berdasar pendapat-pendapat yang diungkapkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan itu sah dengan hadirnya saksi. Sedangkan pejabat pencatat nikah tidak menentukan sah tidaknya pernikahan. Ia hanya sebagai administrasi. Sehingga denda yang begitu banyak sangatlah tidak rasional. Di samping secara syariat Islam pejabat nikah itu tidak ada, denda yang begitu besar (enam juta rupiah) adalah begitu memberatkan dan menghambat muslim untuk melakuan ibadah dalam hal ini melangsungkan pernikahan.
B. Pasal 144

Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum.
Meski pemberitahuan Rasulullah SAW tentang larangan kawin mut’ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (al-fath). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada’. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah qadha’. Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas.

Ini bertentangan dengan pendapat Ulama yang membolehkan nikah mut’ah. Nikah Muth’ah menjadi varian dalam pernikahan yang diatur oleh Islam yang diperdebatkan keabsahannya antara kaum Sunni dan Syi’ah. Secara umum (mayoritas mutlak), kaum Sunni menganggap pernikahan muth’ah adalah jenis pernikahan yang tidak sah atau haram berdasarkan keterangan hadis, fatwa Umar ibn Khattab dan Ijma’ ulama Sunni. Sedangkan kaum Syi’ah, khususnya Syi’ah Istna ‘Asy’ariyah (Syi’ah Imam Dua Belas), menganggap pernikahan muth’ah adalah boleh atau halal, walaupun dalam prakteknya mereka berbeda pada beberapa sisi pelaksanaannya.
Meskipu begitu, dalam kasus nikah kontrak (muth’ah), pemidanaan atas pelakunya tentu wajar belaka. Sebab, dalam pandangan syariah Islam nikah kontrak (nikah muth’ah) haram. Keharaman nikah muth’ah ini telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama.
Di Indonesia, karena mayoritas umat Islam adalah kaum Sunni, maka pandangan terhadap nikah muth’ah sejalan dengan pandangan kaum Sunni secara umum, yaitu pernikahan jenis ini adalah terlarang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam Indonesia) tidak memberi ruang sedikitpun terhadap praktek nikah muth’ah di Indonesia. Sehingga, dalam masyarakat Muslim Indonesia, sangat jarang dijumpai praktek nikah muth’ah, kecuali hanya sedikit dipraktekkan oleh kalangan Syi’ah Indonesia dan beberapa kelompok kecil lainnya. Beberapa mahasiswa Bandung dan Yogyakarta dilaporkan telah melakukan praktek nikah muth’ah yang setelah diteliti ternyata motifnya adalah faktor ekonomi.

Nikah muth’ah di Indonesia sampai hari ini bukanlah gejala yang mengkhawatirkan yang perlu disikapi secara lebih. Pandangan kaum Sunni yang secara tegas mengharamkan nikah muth’ah, telah menjadi pemahaman mainstream (arus besar) umat Islam di Indonesia. Andaikan kajian tentang nikah muth’ah masih diperlukan, maka ini hanya sebatas kajian komparatif antara pemahaman Sunni dan Syi’ah tentang nikah muth’ah.

1. Pengertian Nikah Muth’ah
Nikah Muth’ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Disebut juga pernikahan sementara (al-zawaj al-mu’aqqat) Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan muth’ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu sajaMuth’ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).
Dalam nikah muth’ah, jangka waktu perjanjian pernikahan (ajal) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (mahr, ajr), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah muth’ah adalah kenikmatan seksual (istimta’), sehingga berbeda dengan tujuan penikahan permanen, yaitu prokreasi (taulid an-nasl).
Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah muth’ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (nafaqah) untuk istri sementaranya, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak istri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.
Dalam pernikahan permanen, pihak istri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagain kepala rumah tangga. Dalam pernikahan muth’ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak istri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan muth’ah keadaannya tidak demikian.

2. Pandangan Kaum Sunni

Seperti telah dinyatakan di muka, pandangan kaum Sunni terhadap nikah muth’ah sangat jelas, yakni haram. Alasan keharamannya adalah karena pernikahan model seperti ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam al-Qur’an. Disamping itu, pernikahan muth’ah juga bertentangan dengan ketentuan dalam pernikahan yang telah dinyatakan dalanm al-Qur’an dan al-Hadits, yaitu dalam masalah thalaq, iddah dan warisan.
Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi dasar tujuan pernikahan diantaranya adalah:

((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyah: 49)
 
C. Pasal 145
Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1, didenda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.
Dalam kitab Muwatta’, karya imam Malik (w.179H.) hanya ditulis kasus seoranga bangsa Thaqif yang masuk Islam san mempunyai isteri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankan maksimal empat dan menceraikan lainnya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa imam Malik membolehkan poligami maksimal empat isteri.
Dalam kitab الام, karangan imam al-Shafi’i (150-204/767-819) dan sekaligus pendiri mazhab al-Shafi’i, ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat. Begitu juga mazhab Hmbali juga memperbolehkannya. Semua Imam Mazhab hanya mensyaratkan adil untuk orang yang beristri lebih dari satu orang.
Pasal ini akan membebani orang yang akan melangsungkan pernikahan. Padahal menurut hukum Islam, yang diharuskan hanyalah izin istri pertama. Tentang keharusan izin pengadilan bagi orang yang akan melakukan poligami, Ahmad Safwat memberikan alasan bahwa poligami melahirkan kemudaratan kepada masyarakat secara umum, dan lebih khusus kepada  isteri dan keluarga secara keseluruhan.
D. Pasal 146
Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.
Jelas pasal ini memperumit hubungan keluarga. Padahal soal perceraia adalah urusan antara kedua insan tersebut dan keluarganya.

E. Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan
Pasal ini bagus. Tetapi masih jauh dari hukum Islam. Pasal ini secara tersirat membolehkan perzinaan dan terlepas dari hukum rajam.
F. Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
Sebagai aparatur negara memang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah tertulis. tetapi dalam hal nikah sirri, yang memang masih terdapat perbedaan pendapat antara Ulama’, tidak selayaknya memaksakan hukum kepada pihak yang tidak sependapat. Karena asal hukum dalam ibadah mu’amalah adalah diperbolehkan.

G. Pasal 149

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun
Dalam Islam, yang dikenal hanyalah saksi dan pengumuman pernikahan. Tidak ada istilah Pejabat Nikah. Kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat sa perkawinan secara umum, adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Perdata, dan ordonansi Perkawinan kristen Indonesia, yang hanya dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan (berdasar psl B.W.). Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini lima.

Pertama, selain didukung praktek hukum dari badan-badan publik seperti di atas, juga pasal-pasal peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), dan juga dari jiwa dan hakekat UUP itu sendiri.

Kedua, ayat yang ada dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh pasal 100 K.U.H.Pa dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa da Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan.

Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (pasal 13 s/d 21) dan bab IV (pasal 22 s/d 28) UU No.1 Tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan, hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975.

Keempat, dari sisi bahasa. Arti kata ‘dan’ pada pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menurut Soenarto Soerodibroto, berarti kumulatif.

Kelima, menurut Saidus, ada beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP. No.9 Tahun 1975, pasal 10 ayat (3), “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Adapun kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan hanya sebagai urusan administrasi, umumnya dipegang oleh kaum Muslim dan juga banyak ahli-ahli hukum, bahwa saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka. Sedang saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab qabul.

Pertama, didukung oleh kebiasaan sejak U.U. No.22 Tahun 1946 yang berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan Undang-undang No.32 Tahun 1954, yaitu Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dimana pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan Undang-undang yang mengatur perihal dan tata cara perkawinan sebagaimana halnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kedua, bahwa ayat (1) dari pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 adalah lepas dari ayat (2).

Ketiga, untuk menyatakan bahwa pencatatan sebagai syarat administrasi adalah karena kesulitan sarana transportasi.

Keempat, dengan tetap berlakunya UU No.32 Tahun 1954, yang tetap memberlakukan UU No.22 Tahun 1946, karena tidak dicabut oleh UUP (pasal 66), bahkan PP No.9 Tahun 1975, sebagai pelaksana UUP, dengan tegas menyebut UU No.22 tahun 1946 tetap berlaku (pasal 2, ayat (1)).

H. Pasal 150

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun
Urutan wali nikah sudah ditentukan oleh Islam. Jika urutan pertama tidak ada, maka bisa diganti dengan urutan kedua. Jika urutan kedua tidak ada, maka bisa diganti dengan urutan ketiga, dan seterusnya.

I. Pasal 151

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 143, pasal 145, pasal 146, dan pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 144, pasal 147, pasal 149, dan pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan.
Penetapan menjadi tindak pidana ini akan memberatkan orang untuk melangsungkan pernikahan, padahal itu sudah sesuai dengan hukum Islam. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan bahwa nikah sirri sah menurut hukum Islam, giliran Menteri Agama Suryadharma Ali mendukungnya. Suryadharma menegaskan, pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri tetap sah secara agama.

Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar mengungkapkan, setiap tahun rata-rata terjadi dua juta perkawinan, baik yang tercatat negara maupun yang tidak tercatat. Pada kurun waktu yang sama juga terjadi 200 ribu perceraian. “Perceraian itu artinya melahirkan orang miskin baru karena yang punya harta itu mayoritas pihak suami. Memang ada harta gono-gini, tapi pada praktiknya tidak mampu mengangkat kesejahteraan janda,” ujar Nazaruddin. “Terutama janda dari perkawinan sirri yang tidak memiliki legalitas untuk menuntut harta gono-gini,” sambungnya.

�Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. 1958 halaman 74 mengatakan bahwa, para penganut Syi’ah mensyaratkan kesaksian dalam perkawinan, dan ia menyamakan pandangan Syi’ah dan Hanafi, Syafi’i dan Hambali
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